
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ten tang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan
terwujudnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di
lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu disusun
Jadwal Retensi Arsip yang memuat ketentuan terkait
dengan retensi arsip teknis di bidang Perhubungan;

a.Menimbang

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,
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TENTANG

NOMOR : PM. 92 TAHUN2014
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